BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pegawai dan
masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu
didukung dengan instrumen peraturan perundang-undangan
untuk melindungi pelapor atas resiko kepegawaian dan sosial,;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi
(Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan peraturan perundang - undangan, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan
Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblowing System) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5698);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang — undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6250);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 526);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1438);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018
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Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 8);

Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblowing
System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 99);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 99
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana
Korupsi (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 99),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

oA W=

o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Pimpinan Obyek Pemeriksaan adalah Kepala Organisasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Pelapor / Whistleblower adalah seorang pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten sidoarjo atau Masyarakat yang
melaporkan tindakan atau perbuatan yang terindikasi Tindak
Pidana Korupsi dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak
lainnya yang disertai dengan bukti yang memadai atas dugaan
terjadinya tindak pidana korupsi.

Whistleblowing System adalah mekanisme penyampaian
pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi,
sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan
orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana
korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo.

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaah terhadap



pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.

11. Terlapor adalah individu, kelompok atau Lembaga yang

dilaporkan dalam suatu pengaduan.

12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern

pada institusi lain adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.

2. Diantara BAB Il dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA,
yang berbunyi sebagai berikut :

BAB ITIA
RUANG LINGKUP

3. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak
pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten,
meliputi :

a. Pengaduan dan penanganan pengaduan;

b. Hak pelapor dan terlapor dalam pemeriksaan.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

(2)

(3)

Pasal 4
Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi disampaikan
langsung oleh Pelapor/ Whistleblower kepada Inspektorat
melalui Tim Penerima Pengaduan yang dibentuk oleh Inspektur.

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang
melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi
wajib melaporkan kepada Inspektorat.

Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimkasud pada
ayat (1), Pelapor/Whistleblower harus menyebutkan identitas
lengkap dan menyerahkan bukti awal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

Tim Penerima Pengaduan meneliti kelengkapan pengaduan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Dalam penanganan pengaduan Pelapor/ Whistleblower memiliki

hak untuk:
a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan indentitasnya;
b. pelindungan dari tindakan- tindakan yang bersifat

administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti:

1. pelindungan dari penurunan jabatan;

2. pelindungan dari penurunan nilai sasaran kinerja pegawai;

3. pelindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak
sesuai ketentuan; dan/atau

4. hambatan lainnya.



(2)

. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan

keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

d. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan
yang didaftarkannya,;

e. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan
Terlapor dalam pemeriksaan,;

f. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan

g. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

h. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang — undangan.

Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:

a. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan
Saksi dan alat bukti lain;

b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan
keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor
dalam pemeriksaan;

d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan

mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa
Pengaduan atas dirinya tidak terbukti

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,
ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 79
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